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To build political culture in Indonesia is not easily as we say. It needs much time, thoughts and sacrifices. The idel democracy as one of requirements to make the clean governance is always discussed in various chance. Islam elites usually refer to “the glory of the past” wich was ever practiced by Great Prophet Muhammad (puh) when he ruled Madinah State. However, in the present day, the ideal democratic governance in Indonesia is so difficult to implement. It is because thee system society and governance style are rather different than it was in the time of Madinah. Political culture in Indonesia, vertically or horizontally is not so condusive. But, Moslems in Indonesia must make efforts to always do the best.
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A. Pendahuluan
K
etika gong reformasi dikumandangkan yang melibatkan hamper seluruh komponen masyarakat bangsa, banyak yang menyambutnya bagaikan sebuah pesta kemenangan yang besar dengan menanamkan bahwa itu adalah “kemerdekaan II“ bagi bangsa Indonesia, yang menggantungkan harapan begitu tinggi untuk memberikan perubahan dalam kehidupan, baik dalam sistem pemerintahan maupun mengaplikasannya di masyarakat.​[1]​
	Karena bangsa kita saat ini dalam suasana transisi dari kehidupan demokrasi yang diharapkan, sehingga banyak hal yang perlu diatur dan dipahami secara bersama. Akan tetapi dibalik semua itu sadar atau tidak, bangsa ini mengalami “korban“ demokrasi yang sementara bergulir di tengah-tengah rakyat yang tidak siap dengan hempasan-hempasan dan trik-trik politik yang sementara dimainkan oleh politikus-politikus bangsa ini dengan sistem dan aturan-aturan yang dibuat sendiri-sendiri yang malah membingungkan rakyat.​[2]​ Di tengah kenyataan yang seperti itu, maka perlu membangun sebuah budaya politik agar upaya untuk mencapai cita-cita reformasi yang diharapkan membuahkan hasil. Inilah yang merupakan langkah awal yang harus dilakukan karena membangun budaya politik merupakan sebuah pendidikan politik agar tercipta budaya politik yang santun yang masuk dalam bingkai siddiq, amanah, tabligh serta fathanah. Sehingga nantinya dapat melahirkan politikus-politikus yang islami yang diharapkan dapat menyuarakan nurani rakyat. Nasrullah mengatakan, kata hati (nurani) rakyat merupakan refleksi kata hati pemilik alam semesta.​[3]​
	Dalam tulisan ini, penulis mencoba menganalisis sebuah persoalan yang cukup urgen dan menarik untuk diperbincangkan tentang “Bagaimana Membangun Sebuah Budaya Politik Umat Islam menuju Demokratisasi Politik?“
B. Politik Islam dalam Lintasan Sejarah
	Kalau politik kita maknai sebagai pikiran, ekspresi atau perbuatan yang secara konsisten kita suarakan dan mencari jalan bagi perwujudannya, maka Nabi Muhammad sejak awal kenabiannya sudah berpolitik. Politik memang erat kaitannya dengan kekuasaan. Politic is not only the game and art of possibility Sebagai Nabi, Muhammad saw. Secara konsisten menyuarakan pikiran, ekspresi yang merupakan titah Tuhan kepadanya. Pikiran, ekspresi dan tindakan Nabi yang merupakan perwujudan pesan Allah, sangat revolusioner saat itu. Ajakan persamaan, kasih saying kepada orang miskin, keharusan bersadaqah, serta taqwa yang merupakan barometer kemuliaan, menggantikan harta, kedudukan, status social sungguh sangat menggoncang penguasa Quraisy saat itu.
	Komitmen yang tinggi, keberpihakan kepada kebenaran dan orang melarat serta kejujuran dan kasih sayang merupakan sebahagian dari prilaku dan etika politik Nabi. Dalam waktu yang luar biasa. Hasilnya yang begitu monumental ialah berdirinya Negara Madinah. Negara yang bias membumikan ajaran langit (Islam) secara nyata. Negara ini ditopang oleh kreasi cerdas Nabi berupa Piagam Madinah.
	Piagam ini merupakan konstitusi yang mengatur tata hubungan Muhajirin dengan Anshar serta Muslim dengan non muslim. Piagam ini menegaskan hak warga yang heterogen seperti perlindungan, kebebasan serta bantuan pendidikan. Selain hak, Piagam Madinah juga menjelaskan kewajiban warga seperti kesediaan membela dan mempertahankan Negara, membiayai Negara serta memelihara perdamaian dan keamanan. Dengan kata lain Negara Madinah dengan Piagam Madinanya, memungkinkan pelaksanaan keadilan, terciptanya persamaan, tumbuhnya keinginan saling menolong, terbinanya peraudaraan dan permusyawaratan. Kondisi ini bias tercipta karena integritas pemimpin (Nabi Muhammad saw.), corak kepemimpinan yang penuh teladan dan tingkat layanan kepada masyarakat yang tinggi. Kedua hal ini melahirkan legitimasi kuat masyarakat yang berkonsekuensi pada dukungan secara maksimal. Inilah masa yang dikenal dengan sebutan “masa keemasan” Islam.​[4]​ 
	Namun dalam perkembangannya, Negara Madinah mengalami erosi. Di antara penyebabnya ialah: kehilangan pemimpin (Nabi), wilayah yang semakin luas, serta kultur dan melemahnya daya control. Beberapa sifat jahiliyah seperti sukuisme kembali muncul, terjadi pertentangan internal serta tensi konfrontasi dengan komunitas non-Arab.
	Legitimasi kekuasaan politik Muhammad saw. Melekat pada legitimasi kenabiannya, jadi tidak dinyatakan secara formal. Dalam menjalankan pemerintahan, Muhammad memilih dan mengangkat tokoh masyarakat yang ahli dan mempunyai pengaruh luas sebagai perwakilan masyarakat. Mereka berasal dari kalangan Muhajirin dan Anshar bertugas memberi saran, mengontrol pemerintahan. Namun demikian, tugas dan wewenang mereka tidak bisa disamakan dengan kondisi sekarang, karena Muhammad juga adalah Nabi dan masalah mereka berbeda dengan masalah sekarang.
	Setelah Muhammad wafat, kekuasaan pemerintahan beralih kepada Abu Bakar al-Siddiq, melalui bai’ah suatu bentuk pengakuan dan perjanjian untuk taat. Ia kemudian disebut khalifah dalam kekuasaan politik. Menurut Ibn Khaldun, khalifah bertanggung jawab menciptakan kondisi baik bagi terealisirnya syara‘ dengan tujuan kemaslahatan dunia dan akhirat.​[5]​ Pertemuan di Saqifah Bani Sa’adah yang menghasilkan pemimpin baru setelah wafatnya Nabi, bagaimanapun juga menjadi awal riak dalam kepemimpinan umat Islam di kemudian hari. Nabi, dalam perspektif Sunni,​[6]​ tidak menunjuk seseorang untuk menggantikannya. Sementara Syi’ah berpandangan bahwa Nabi telah menunjuk Ali Bin Abi Thalib sebagai penggantinya. Lagi pula, kalangan Syi’ah melihat adanya beberapa keganjilan dalam prosesi ba’iah.
	Berdasarkan pengalaman tersebut, diakhir pemerintahannya, Abu Bakar menunjuk Umar Bin Khattab sebagai penggantinya. Baru kemudian rakyat memberikan janji setia dan ketaatan bai’ah. Naiknya Usman Bin Affan sebagai pengganti Umar Bin Khattab, berbeda lagi modusnya. Ia terpilih berdasarkan alasa senioritas dari sekelompok sahabat utama yang dipilih sendiri oleh Umar Bin Khattab. Sebagai pemimpin, Umar telah memberi contoh etika politik yang sangat santun. Putranya Abdullah Bin Umar	 yang juga termasuk sahabat utama tidak diperkenankan mengikuti suksesi. Kenaikan Usman dari fraksi Bani Umayyah semakin memperdalam potensi konflik dengan kalangan Bani Hasyim.
	Pada saat Ali Bin Abi Thalib memerintah, kondisi sosial politik sudah tidak kondusif lagi. Kecurigaan konflik sudah mulai terlihat dengan jelas. Puncak perseteruan tersebut ialah terbunuhnya Usman Bin Affan. Kalangan Bani Umayyah mendesak Ali menghukum pelakunya. Kebijakan politik paling krusial yang pertama ialah pemecatan Muawiyah sebagai Gubernur Syria. Muawiyah salah seorang tokoh Bani Umayyah diangkat Usman Bin Affan di akhir-akhir pemerintahannya. Kebijakan Ali tidak diterima Muawiyah. Dia justru menantang khalifah Ali di Shiffin. Peperangan diakhiri dengan tahkim yang ternyata penuh kecurangan. Hasilnya terjadi dualisme kepemimpinan umat Islam. Ali di Kufah sementara Muawiyah di Damaskus.
	Selepas kepemimpinan khulafaurrasyidin, corak pemerintahan umat Islam semakin bervariasi. Bentuk pemerintahan awal bercorak demokrasi (Negara Madinah), bentuk despotik pada kerajaan-kerajaan besar, oligarkis pada masa Turki dan Mongol dan lain-lain. Sementara pada masa kini ada yang merupakan gabungan kerajaan-kerajaan tradisional, sebagian mengarah ke demokrasi parlementer, serta tidak sedikit mengarah ke demokrasi sosialis.
	Corak pemerintahan demokratis Negara Madinah sulit untuk dikembangkan umat Islam dari masa ke masa. Energi, waktu, sumber daya bahkan jiwa umat Islam dalam waktu yang lama terkuras habis karena konflik internal maupun eksternal. Masa-masa eksvansi penuh dengan hiruk pikuk peperangan, Perang Salib berlangsung dalam waktu lama, serta kolonialisme Barat yang memporak-porandakan struktur politik, sosial, hukum, ekonomi umat Islam di hampir seluruh dunia. Dalam setiap masa memang muncul beberapa tokoh yang mencoba menggiring dan membangkitkan kembali semangat mengaplikasikan nilai-nilai negara Madinah. Namun hasilnya belum maksimal. Tantangannya cukup berat seperti adanya infenriority complex (rasa rendah diri) karena cukup lama dijajah, kehilangan jati diri, teralienasi serta mengalami keterpilahan social. Belum lagi masalah ledakan penduduk, kemiskinan, kekurangan gizi, kekurangan sumber daya manusia karena lemahnya sector pendidikan, dan yang lebih parah lagi masih banyak pemerintah di negeri muslim yang membatasi hak-hak asasi warga negaranya.
	Kalau dicermati dari awal, ada diskrepansi yang cukup tajam antara idealitas wahyu dengan realitas historis. Antara salam dengan konflik berdarah-darah. Antara etika politik yang santun dengan intrik-intrik manipulatif yang menghalalkan segala cara. Kita berharap dengan bertambahnya jumlah orang Islam di bumi, maka salam bisa lebih cepat tercipta. Perdaban yang memanusiakan manusia bisa terbangun. Tapi senyatanya tidak demikian. Lantas apa rahasia terwujudnya ajaran Islam dalam Negara Madinah? Dalam perspektif politik, karena adanya kekuasaan yang bias menjamin terealisirnya ajaran agama tanpa tantangan berarti. Dengan demikian berarti Islam tidak bias dilepaskan dari konteksnya, termasuk dalam masalah politik. Kalau pemikiran bahwa Islam memerlukan kekuasaan diterima, maka tugas selanjutnya ialah merumuskan model kekuasaan yang akan menjadi alatnya. Dalam kaitan dengan hal ini, Ahmad Syafii Maarif menawarkan prinsip egaliter dalam politik sebagai refleksi tauhid dalam kehidupan bermasyarakat. Harus ada ketegasan bahwa politik/kekuasaan yang didasarkan pada ras, suku bangsa tertentu, atau keturunan bertentangan dengan ajaran Islam.​[7]​ Dengan demikian corak pemerintahan yang menjunjung persamaan, keadilan, musyawarah, tolong menolong merupakan keniscayaan.

C. Budaya Politik Islam Menuju Demokratisasi Politik 
	Sejak 1998 lalu, apalagi setelah pemilu demokratis 1999, ada optimisme kalangan masyarakat terhadap reformasi. Harapan yang berlebihan  (over expectation) merebak di mana-mana. Seakan-akan kehidupan masyarakat setelah reformasi akan berubah dengan cepat. Banyak yang keliru dan lupa bahwa upaya ke arah perbaikan-perbaikan kehidupan secara menyeluruh merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Bahkan kalau keliru menangani agenda reformasi boleh jadi justru akan kembali ke situasi masa lalu atau bahkan jauh lebih parah lagi.​[8]​
	Tantangan berat yang akan dihadapi, selain karena yang terjadi bukan revolusi tapi reformasi, juga karena mental/kultur, sosial, ekonomi, hukum dan politik pemerintah dan masyarakat seudah demikian mengakar dalam waktu yang begitu panjang dan lama. Di bidang sosial, patologi sosial menjadi persoalan yang tidak ringan diatasi. Belum lagi system ekonomi yang mengandalkan dinamika pasar yang cenderung exploitatif, kepatuhan kepada hokum yang rendah sebagai konsekuensi kurangnya law enforcement serta kultur politik yang tiranik, manipulative. Kesemuanya laksana “lingkaran setan” atau “evil circle” yang bertalian satu dengan yang lain.
	Namun sampai sekarang (2002), seperti dicatat Taufik Abdullah, kita masih berada dalam tahap “reformasi” dan “transisi”. Hasrat reformasi bertolak dari optimism sementara transisi menghasilkan ketidakpastian, yang hasilnya boleh jadi baik atau justru sebaliknya.​[9]​ Ada beberapa gejala social politik dan budaya yang terjadi sampai saat ini. Pertama, adanya kekuatan pemecah (desintegrative forces) seperti : (a) konflik politik yang mengancam integrasi bangsa, dan konflik sosial yang merusak tatanan kehidupan sosial masyarakat ; (b) patologi sosial seperti narkoba, perebutan wilayah “rizki”, pemaksaan kehendak, (c) kemungkinan lost generation akibat putus sekolah, kurang gizi dan pengungsian ; kedua, kondisi ini tercipta karena adanya cricis management dan cricis of authirity yang menimbulkan euporia. Solusinya, perlu penataan undang-undang dan hukum, perubahan political discourse, serta kelembagaan.​[10]​
	Sejalan dengan itu, Azyumardi Azra memandang tiga bidang yang perlu direformasi sebagai prasyarat kehidupan demokratis yang sehat di Indonesia.​[11]​ Pertama, reformasi system (constitutional reform), yang menginti pada falsafah, kerangka dasar, dan perangkat legal system politik; kedua, reformasi kelembagaan dan pemberdayaan (institutional reform and empowerment), intinya pada lembaga dan struktur politik; ketiga, reformasi kultur atau budaya politik (reforms of political culture). Ketiga lahan reformasi tadi, seharusnya dikerjakan secara simultan agar member hasil yang baik, mengingat adanya keterkaitan satu dengan yang lain.
	Reformasi politik dimaksud ialah proses perubahan secara gradual pada semua aspek kehidupan politik dalam rangka kehidupan demokratis (kedaulatan rakyat, kebebasan, persamaan dan keadilan),​[12]​ yang bagi Arbi Sanit dipandang sebagai jalan tengah yang berada di antara revolusi dan evolusi.​[13]​ Meskipun demikian, bagi Valina, format politik baru yang diinginkan tidak mengubah kerangka dasar bernegara seperti, tetap berideologi Pancasila, Konstitusi UUD 1945, Sistem pemerintahan presidential, Negara kesatuan dan Negara hokum.
	Lebih jauh ia melihat bahwa format politik baru memerlukan prasyarat sistemik yaitu: Pertama, rancang bangun system politik (sistem kepartaian, system politik, system perwakilan politik, system penyelenggaraan pemernitahan yang demokratis dan lain-lain). Kedua, aturan mengenai mekanisme pelaksanaan seluruh proses politik. Ketiga, perangkat perundang-undangan politik. Atau dengan kata lain, perlu pembaharuan aspek ideologis, konstitusi, aspek kultur politik dan aspek struktur, fungsi, proses dan produk sistem politik.​[14]​
	Reformasi aspek ideologis/konstitusi berarti membuka peluang bagi kebebasan interpretasi pada Pancasila dan Konstitusi, menghilangkan tafsiran-tafsiran yang bertentangan dengan demokrasi, serta menumbuhkan wacana apakah UUD 1945 selama ini telah mendorong atau justru menghambat demokratisasi. Sehingga dengan pencerahan, semangat untuk mensakralkan UUD 1945 bisa dihindari. Adapun reformasi aspek budaya politik yang terbuka, jujur, ramah dengan mengedepankan kejujuran serta keadilan, dan menghindari budaya politik tertutup, paternalistic, manipulatif, sentralistik dan tidak setara. Dalam rangka ini, diperlukan pembaharuan mental, pemikiran serta pendidikan politik, yang berarti upaya penggantian nilai-nilai lama yang tidak relevan lagi, tapi tetap mempertahankan nilai-nilai lama yang masih baik. Menentukan relevan tidaknya suatu nilai budaya politik hendaknya didasarkan pada kerangka ideal system politik yang hendak dibangun. Menurut Alfian, usah menciptakan proses sosialisasi politik kea rah itulah disebut sebagai pendidikan politik.​[15]​
	Namun saying sekali budaya politik bangsa menunjukkan ciri kekerasan, baik secara vertical maupun horizontal. Budaya komunikasi politik elit yang sering kali kehilangan moralitas berimbas ke masyarakat secara langsung. Kondisi ini dipercepat oleh sarana komunikasi yang semakin canggih dan sudah mudah diakses masyarakat, serta memang peninggalan tradisi feodalisme yang masih kuat mengakar. A. Muis, seorang pakar hukum dan komunikasi politik yang keras (violent culture). Semua ini berawal dari menipisnya penghargaan kepada norma-norma, agama, moral dan hukum, sebagai konsekuensi logis sistem pendidikan yang terlalu berorientasi Iptek serta masyarakat terimbas sosialisasi baik lewat pergaulan (komunikasi sosial) maupun lewat TV, film, internet dan sebagainya.​[16]​
	Dengan demikian, perlu adanya reformasi struktur dan mental baik di tingkat elit maupun di tingkat masyrakat. Reformasi struktur dimaksudkan agar ada aturan main yang rasional, disepakati bersama secara demokratis dan menjadi acuan penyelenggaraan kehidupan berbangsa. Sementara reformasi budaya sebagai bagian integral dari reformasi secara keseluruhan, karena struktur, konstitusi yang bagus belum bisa dengan sendirinya menghasilkan kehidupan yang didambakan. Srtruktur sebagai instrumen harus ditopang oleh komitmen moral dan budaya politik yang lebih terbuka, jujur, adil, menghargai perbedaan, menerima kekalahan, tidak memupuk balas dendam politik, tapi tetap mengacu kepada hukum (aturan bersama yang telah disepakati) dan harus dijalankan tanpa diskrimanasi serta tentunya tetap dengan pertimbangan kemanusiaan.​[17]​
	Reformasi tahun 1998 yang mengagendakan reformasi kontitusi, reformasi institusi serta reformasi budaya (terutama budaya politik) hingga tahun 2002 belum sepenuhnya bisa dilaksanakan. Untuk reformasi kontitusi saja misalnya, meskipun MPR dianggap sudah membuat perubahan-perubahan yang berarti masih saja terdapat tarik ulur dan perdebatan yang cukup meletihkan. 
	Hal ini menjadi konsekuensi logis pluralisme​[18]​ Indonesia yang terefleksi dalam Parlemen. Bagi Nurcholis Madjid, sejauh menyangkut distribusi kekuasaan secara teratur, upaya penataan pemerintahan yang bersih dan berwibawah serta semangat pemerataan keadilan, maka benturan kepentingan antara kelompok sosial, politik kultural dan keagamaan semakin menguat.​[19]​ Akibatnya timbul kesulitan-kesulitan untuk menumbuhkan aturan permainan rules of the game terutama dalam hubungan-hubungan kekuasaan. Pada sisi ini sering kehilangan dimensi etis dalam politik. Kadangkala pragmatisme politik mengalahkan idealisme politik yang etis sehingga transfer kekuasaan antara beberapa elemen masyarakat bukan justru menjadi alat menjaga kesinambungan dan pemerataan peran tetapi justru menjadi ajang balas dendam politik.
	Kultur politik yang diperagakan muslim Indonesia dari waktu ke waktu memang sangat variatif. Dalam perkembangan berbangsa sering kali muncul tipe kultur budaya politik yang sangat “ekstrem“ sampai tipe budaya yang sangat komromistis. Rupanya dari perjalanan sejarah bangsa, umat Islam tidak pernah seragam dalam menyikapi persoalan umat terutama masalah politik. Pertama, ketika negara ini dibentuk pertama kalinya, para founding fathers yang kebanyakan muslim berbeda dalam penentuan dasar negara. Kedua, masa Demokrasi Terpimpin, ketika sebahagian kalangan terutama komponen NU justru memberi restu. Dua sikap politik yang terang saling bertentangan.​[20]​ Ketiga, kasus Tanjung Priok ketika sebahagian mengutuk tindakan aparat/pemerintah, NU kembali lagi memperlihatkan sikap politik yang berbeda. L.B Moerdani yang saat itu di mata umat sangat merugikan justru didatangkan kalangan NU ke pesantren-pesantren untuk berceramah. Dan yang lebih tragis lagi, ketika masalah ini belum diusut dan dibawa ke pengadilan yang lain justru berpelukan dengan aparat. Keempat, dalam kasus dijadikannya Pancasila sebagai satu-satunya asa, umat Islam kembali memperlihatkan sifatnya yang sulit mengorganisir diri untuk bersatu padu menggusung aspirasi umat Islam.​[21]​ 
	Inilah sebahagian kecil kenyataan sejarah yang diperlihatkan umat Islam dalam kehidupan politik bangsa dan sekaligus refleksi sikap umat yang tidak seragam dalam mengapresiasi berbagai persoalan. Membangun solidaritas terasa sangat sulit. Harus diakui bahwa secara sosiologis umat Islam meskipun sama-sama bertauhid (Tuhan satu, Rasul Muhammad serta kitab suci Alquran) akan tetapi menyangkut politik ekspresi dan apresiasi tidak seragam.
	Imam Munawir​[22]​ mencatat beberapa hal berkenan dengan “perpecahan umat“ di antaranya terletak pada adanya: pola kepemimpinan (pattern of leadership), infiltrasi dari musuh Islam, pengaruh alam pikiran, kepercayaan dan tradisi, penyakit Firaunisme, akuisme, vested interest serta politics interest, pembagian peran (functional distribution), akibat penjajahan, sentimen kesukuan (ethnic group sentiment), perbedaan strata sosial, kurang memehami integritas ajaran Islam serta tingkat pendidikan yang tidak sama. Akibatnya, muncul fanatisme, mudah diadu domba, sulit koordinasi dan komunikasi, hilang kewibawaan, sulit menyusun program, bingungkan kalangan awam, bersikap isolatif dan radikal ekstrim, mudah ditindas dan ditekan, hilang sikap percaya diri serta kurang mampu menjalin solidaritas.​[23]​ 
	Memang, masalah politik adalah masalah ijtihadi yang memungkinkan adanya perbedaan-perbedaan, akan tetapi kalau saudara memerlukan pertolongan dan dukungan dan yang lain justru diam bahkan memperlihatkan sikap menyakitkan maka fenomena seperti ini akan memberi preseden buruk bagi kehidupan berbangsa. Dalam kaitan dengan ini, ketika Fazlur Rahman menunjukkan bahwa kaum fundamentalis kebanyakan orang awam dalam agama, dibesarkan bukan dalam tradisi pendidikan Islam, serta umumnya memperoleh informasi lewat literatur, maka sebaiknya mereka dalam kondisi seperti itu mengikuti ulama.​[24]​ Tetapi, seperti ditulis Yusuf Qardawi kalangan muda tersebut tidak percaya lagi kepada ulama yang hanya menjadi pembenar kegiatan pemerintah dengan justifikasi agama. Lalu, kenapa harus memusuhi pemerintah yang bagaimanpun juga adalah muslim. Mereka shalat, puasa, zakat, mengembangkan syiar Islam? Kembali Qardawi melaporkan bahwa di antara dosa-dosa sangat besar yang diperbuat oleh sebagian pemerintah di negara-negara Muslim ialah tindakan memberangus kebebasan dakwah untuk Islam bila itu mengandung ajakan untuk menganggapnya sebagai aqidah dan peraturan hidup (way of life). Juga tindakan mempersulit orang-orang yang menyeru kepadanya dan berjuang untuk menetapkan syariatnya, menegakkan kekuasaannya, menyatukan umatnya, memerdekakan negara-negaranya, membela undang-undangnya dan mempersatukan semua manusia dengannya. Penekanan atas dakwah serta da’i, penyempitan jalan bagi kegiatan Islam khususnya kegiatan yang dilakukan secara berkelompok adalah merupakan sebab utama yang mendorong timbulnya sikap ekstrim, terutama dengan adanya kenyataan bahwa filsafat-filsafat dan aliran-aliran buatan manusia, justru menikmati sokongan dan kebebasan penuh tanpa penekanan dna kesulitan apapun.​[25]​
	Rupanya sikap politik umat Islam yang sangat variatif tersebut, bagi Kuntowijoyo mempunyai akar sejarah yang sangat dalam. Dengan menggunakan pendekatan paralelisme historis, ia melihat adanya pengulangan meskipun tidak persis sama dari setiap fragmen-fragmen sejarah yang dialami umat Islam, terutama dalam kaitannya dengan perbedaan persepsi dan perbedaan sikap politik.​[26]​
	Dalam waktu yang lama, boleh dikatakan aspirasi umat Islam dalam negeri RI terabaikan. Sebabnya salah satunya karena adanya tensi konfrontatif antara berbagai komponen bangsa, terutama antara kalangan muslim modernis dengan pemerintah/ABRI. Tensi konfrontatif berasal dari adanya saling curiga yang telah terbangun dalam imaji kedua belah pihak. Pemerintah mencurigai ketulusan kalangan muslimdalam menjaga beberapa kesepakatan pokok berbangsa, sehingga muncul sikap reaktif dari pemerintah. Sementara di pihak lain, kalangan muslim curiga bahwa pemerintah tidak perduli dan memperhatikan aspirasi mereka. Mereka memandang bahwa aspirasi mereka dijamin oleh negara, tetapi setiap ada usaha baik perorangan maupun kolektif untuk memenuhi aspirasi tersebut selalu dihambat oleh pemerintah dengan dalih menjaga keutuhan berbangsa, menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, kondisi objektif bangsa yang pluralistik, atau Indonesia bukan negara agama tertentu.
	Suasana seperti digambarkan di atas tidak konstan dan tetapi  penuh dinamika mengingat masyarakat senantiasa mengalami transformasi. Kalau sejak Demokrasi Demokrasi Liberal, Demokrasi Terpimpin dan awal-awal Orde Baru sampai kira-kira tahun 1970-an kecurigaan yang sering berujung kondlik masih berlanjut dalam tensi yang tinggi, maka sejak tahun 1970-an terjadi perubahan-perubahan yang cukup signifikan walaupun belum maksimal. Diakui memang bahwa keberhasilan Orde Baru menjaga stabilitas dan mengembangkan sektor ekonomi telah melahirkan sejumlah sarjana, wirausahawan, birokrat-birokrat yang juga datang dari kalangan putra-putri santri.
	Akibatnya, dikalangan umat Islam terjadi perubahan sikap dan pandangan baik mengenai relasi Islam dengan pemerintah, pandangan mengenai partai-partai Islam dan yang berbasis muslim, serta perubahan dalam strategi perjuangan. Dalam arti pendekatan yang terlalu berbasis politik perlahan beralih kependekatan dengan basis gerak kultural (dakwah, pendidikan serta gerakan sosial lainnya). Budaya politik umat yang dulu antagonistis atau bahkan oposisionistis. Dengan mengenyampingkan faktor pemicu konflik, umat Islam berusaha terlibat dalam perjuangan membangun negara.
	Dalam rangka membangun budaya politik umat yang demokratis, egaliter, menghargai perbedaan, menerima kekalahan, integrasionis, memandang persoalan umat dan bangsa lebih rasional dan bukannya emosional, maka pendidikan politik serta law enforcement merupakan agenda utama yang harus diperhatikan. Penanaman nilai-nilai kejujuran, keadilan, pemihakan kepada kelompok lemah, harus dilakukan secara simultan oleh semua komponen bangsa.
	Sifat-sifat otoriter, mau menang sendiri, mengaku benar sendiri, penuh prasangka dan curiga diusahakan untuk dihilangkan. Sifat-sifat buruk demikian, sebenarnya juga sangat bergantung pada terciptanya keadilan dalam masyarakat. Keadilan akan sangat menentukan tingkat partisipasi masyarakat dalam berbangsa. Dalam rangka itu, institusi keluarga, pendidikan formal, masyarakat dan negara harus bekerja sama membangun sifat, citra diri demokrasi agar nantinya bisa menciptakan budaya politik yang santun. Budaya politik yang bisa saling menghargai. Pendidikan politik dalam rangka pengembangan budaya politik yang masuk dalam bingkai siddiq, amanah, tabligh serta fathanah merupakan keniscayaan kini. Dalam kaitan ini sungguh menarik pernyataan K.H. Saifuddin Zuhri ketika mengatakan:




	Upaya membangun pendidikan politik dalam menuju Indonesia yang ideal membutuhkan waktu, pemikiran, dan pengorbanan. Sekalipun demikian, dalam jangka panjang upaya ke arah itu akan tercapai karena bangsa Indonesia memiliki potensi sosial kultural untuk membangun dan menegakkan demokratisasi politik.
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